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Abstract

ThisstudyinvestigatedthelegalliabilityofhealthclinicsinthecityofTarakanforall
businessrisksintermsoftheHealthAct,theConsumerProtectionActandtheMinister
ofHealth’sRegulationonClinics.AsoneofmanyhealthfacilitiesinIndonesia,clinicis
easilyaccessiblebythecommunity.Clinicalpatientsarenotonlyprotectedbythe
HealthActbutalsobytheConsumerProtectionAct.Clinicsasprovidersofhealth
servicesareresponsiblefortheactionsofhealthworkerstotheirpatientsbecauseof
therelationshipbetweenpatientsandclinics,whichisthattheclinicguaranteesthat
everyhealthworkerwhodoeshisworkintheclinicwilldohisbesttohealpatients.By
basingthattheimportanceoftheInformedConcentinmedicalaction,therightsof
patientsaremorerespectedandprotected.Theresultsofthestudysuggestthatclarity
ofrulesandconsistencyofpoliciesmustbeincreasedbecausetheyhaveahuge
impactonpublictrustinthegovernmentsothatresponsestohealthserviceswillbe
wellcoordinated.Doctors/healthworkersmustbemoreresponsibleformedical
actionsthatwill/havebeencarriedoutinthecontextoffulfillinghealthservicesto
patientsinordertofosteranhonestandresponsibleattitudeforallhealthworkerswho
perform healthservicesintheclinic.

Keywords:ConsumerProtectionLaw,PatientRightsandObligations,HealthClinic
Responsibilities.

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Kesehatanmerupakankebutuhanyangutamabagisetiappendudukyanghidup

diduniaini,danpembangunankesehatanpadadasarnyamenyangkutbaikkesehatan

fisikmaupunmental.Keadaankesehatanseseorangakandapatberpengaruhpadasegi

kehidupansosialekonominya,maupunkelangsungankehidupansuatubangsadan

Negaradimanapundiduniaini,baikdiNegarayangsudahmajumaupundiNegarayang
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sedangberkembangsepertiIndonesia.

PenjelasanUmum atasPeraturanPemerintahRepublikIndonesiaNo.1Tahun

1988 Tentang MasaBaktidanPraktekDokterdanDokterGigi,disebutkanbahwa

derajat kesehatan yang optimal merupakan hak setiap warga Negara yang

perwujudannyadilaksanakanolehpemerintahdenganmengikutsertakanmasyarakat

secaraaktif.Pembangunankesehatanyangdidukungolehpembangunandibidang-

bidanglainnyasecarabertahapdanberkesinambungan.Kebijaksanaanpembangunan

setiaptahapbertumpupadapendekatanpelayanankesehatandenganmenyebarkan

secarameratatenaga-tenagakesehatan
33

.

Kesehatansebagaisalahsatuunsurkesejahteraanumum harusdiwujudkan

sesuaidengancita-citabangsaIndonesiasebagaimanadimaksuddalam pembukaan

Undang-Undang Dasar 1945. Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik

IndonesiaNo.23Tahun1992TentangKesehatanpadahuruf(b)ditentukan,bahwa

pembangunankesehatansebagaisalahsatuupayapembangunannasionaldiarahkan

gunahidupsehatbagisetiappendudukagardapatmewujudkanderajatkesehatan

secara optimal.Halitu menunjukkan,bahwa masalah kesehatan diNegara kita

mendapatkanperhatiandanpenanganansecaraseriusolehpemerintah,yaitudengan

didirikannyasarana-saranakesehatan,tidakhanyadikota-kota,tetapijugasampaike

desa-desa
34

.

Kemajuanilmupengetahuandanteknologidibidangkesehatanmembuatpara

pengguna pelayanan kesehatan menjadisangat kritis dan menuntut pelayanan

kesehatan yang efektifdan berkualitas.Terbatasnya akses masyarakatterhadap

pelayanan kesehatan yang lengkap dan memenuhikebutuhan sepertirumah sakit

sehinggaklinikharusmampumenjadiujungtombakpelayanankesehatanyangsangat

tepatdalam menjawabkebutuhanmasyarakatataslayanankesehatansaatini.Klinik

sebagaipelayanankesehatandasarmaupunspesialistikyangmenyelenggarakanrawat

33

PeraturanPemerintahRepublikIndonesiaNo.1Tahun1988TentangMasaBaktidanPraktek
DokterdanDokterGigi.

34

PenjelasanUmum atasUndang-UndangRepublikIndonesiaNo.23Tahun1992Tentang
Kesehatanpadahuruf(b).
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jalandanrawatinapmerupakanmitrapemerintahdalam rangkameningkatkanderajat

kesehatan masyarakat.Haltersebutdisebabkan karena keberadaaan klinik ada

ditengahmasyarakatdantersebardipemukimanpenduduk.Untukbeberapaklinik,

berdasarkanUndang-UndangKesehatanNomor36Tahun2009tentangkesehatan,

klinik dapatberintegrasiantara pelayanan kedokteran konvensionaldan alternatif

komplimenter.
35

B. RumusanMasalah

Berdasarkanlatarbelakangmasalahtersebutdiatasmakapermasalahanyangtimbul

adalah:

1.Apakah standarpelayanan klinikkesehatan dikota Tarakan sesuaidengan

peraturanperundang-undangan?

2.Bagaimana klasifikasitanggung jawab hukum klinik kesehatan terhadap

penerimapelayanankesehatanyangmerasadirugikan?

PEMBAHASAN

a.Apakah StandarPelayanan Klinik Kesehatan DiKota Tarakan SesuaiDengan

PeraturanPerUndang-Undangan?

PeraturanPerundang-undanganyangmengaturtentangKlinik

Secaraumum pengaturanmengenaiklinikdiIndonesiadiaturdalam Undang-

UndangNomor36Tahun2009tentangKesehatan,dimanaklinikdalam undang-

undangkesehataninidigolongkankedalam fasilitaspelayanankesehatan.Undang-

undangNomor29Tahun2004tentangPraktikkedokteranjugamengaturmengenai

klinik,namundalam Undang-undangPraktikKedokteraniniklinikdisebutsebagi

Sarana Pelayanan Kesehatan.Undang-undang inipengaturan mengenaisarana

pelayanankesehatanlebihdiditekankankepadakaitanantarasaranapelayanan

35

Sistem KesehatanNasional,DepartemenKesehatan,Jakarta,1982
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kesehatandengandokterdandoktergigisebagaipemberipelayanankesehatan.

PengaturansecaralebihkhususmengenaiKlinikdiaturdalam PeraturanMenteri

Kesehatan Republik Indonesia Nomor9 Tahun 2014 tentang Klinik.Peraturan

menteriinisudah lebih mengkhususkarena tidaklagimenyebutsecara umum

sebagaifasilitaspelayanan kesehatan atau saranapelayanan kesehatan namun

sudahsecarajelasmenyebutsebagaiklinik.Secaraumum dalam PeraturanMenteri

Kesehatan tentang Klinik inimengaturmengenai,ketentuan umum,jenis klinik,

persyaratan klinik,perizinan,penyelenggaraan,pembinaan dan pengawasan,dan

ketentuanperalihan.

Hubunganantarapasiendenganklinikyangdiletakkandalam kerangkapelayanan

kesehatanmakahubunganantarakeduanyaadalahbersifatterapeutik.Kerangka

hubunganantarapasiendenganklinikitu,telahmeletakkanhubunganhukum yang

melahirkanhakdankewajiban antarakeduanya,yaknipihakklinikberkewajiban

memberikanpelayanankesehatansecaramaksimaldanprofessionaldemiuntuk

kesembuhanpasienitusendiri.Pelaksanaankewajibanklinikuntukmemberikan

pelayanankesehatansecaraprofessional,sekaligusjugauntukmenghindaripasien

daritindakan-tindakanmedisyangdapatmengarahkemallpraktek.

Dasarhubungan hukum antara pasien dengan klinikyang diletakkan dalam

kerangkahubunganbersifatteraupetikmakahubunganhukum bersifatprivatantara

keduanya,adalahlahiratasdasarperjanjianyangmengikat.Perjanjianantarapara

pihakakanmengikatantarakeduanyaapabilatelahlahirpersetujuan.Pasal1313BW

sebagaidasarhukum utamabagihubunganperjanjianantaraparapihakdiIndonesia

menetapkanbahwasuatupersetujuanadalahsuatuperbuatandimanasatuorang

ataulebihmengikatkandiriterhadapsatuoranglainataulebih.Selanjutnya,pasal

1320BW menetapkanbahwaperjanjiantersebut,hanyasahapabilatelahmemenuhi

empatsyarat,yangmeliputi:(1).Kesepakatanmerekayangmengikatkandirinya;(2).

Kecakapanparapihak:(3).Objektertentu;(4).Suatusebabyangtidakdilarang.
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Pasal1313dan1320BW,tampaknyahanyamengaturtentanghubunganperjanjian

antaraparapihakyangbersifatumum untuksemuatransaksiyangterjadidiwilayah

hukum Indonesia.Bilamenggunakanketentuanini,untukmendeskripsikanhak-hak

keperdataanpasiendalam penggunaanlayanandiklinik,makahak-hakkeperdataan

tersebutadalah berdasarkan kepada apa yang diperjanjikan antara pihak klinik

denganpasienitusendiri.Perjanjianantaraklinikdenganpasien,sebagaimanayang

sudahdijelaskan,adalahdalam kerangkapelayanankesehatansepertiperawatan

danpengobatan,sehinggahak-hakkeperdataanpasienyangtimbuldariperjanjian

tersebut,adalahhakuntukmendapatkanpelayanankesehatanlebihbaik.

1.PerizinanPendirianKlinik

MenurutPermenkesNo.09Tahun2014TentangKlinikmenyatakanbahwa:

Pasal25

1)Setiap penyelenggaraan Klinik wajib memilikiizin mendirikan dan izin

operasional.

2)Izinmendirikansebagaimanadimaksudpadaayat(1)diberikanolehpemerintah

daerahkabupaten/kota

3)Izinoperasionalsebagaimanadimaksudpadaayat(1)diberikanolehpemerintah

daerahkabupaten/kotaataukepaladinaskesehatankabupaten/kota.

Pasal26

1)Untukmendapatkan izin mendirikan,penyelenggara Klinikharusmelengkapi

persyaratan:

a)Identitaslengkappemohon;

b)Salinan/fotokopipendirianbadanhukum ataubadanusaha,kecualiuntuk

kepemilikanperorangan;
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c)Salinan/fotokopiyangsahsertifikattanah,buktikepemilikanlainyang

disahkan oleh notaris,atau buktisuratkontrakminimaluntukjangka

waktu5(lima)tahun;

d)DokumenSPPLuntukKlinikrawatjalan,ataudokumenUKL-UPLuntuk

Klinikrawatinapsesuaiketentuanperaturanperundang-undangan;dan

ProfilKlinikyangakandidirikanmeliputipengorganisasian,lokasi,bangunan,prasarana,

ketenagaan,peralatan,kefarmasian,laboratorium,sertapelayananyangdiberikan;

a. Persyaratanlainnyasesuaidenganperaturandaerahsetempat.

(2)Izin mendirikan diberikan untuk jangka waktu 6 (enam)bulan,dan dapat

diperpanjang paling lama 6 (enam)bulan apabila belum dapatmemenuhi

persyaratansebagaimanadimaksudpadaayat(1).

(3)Apabilabataswaktusebagaimanadimaksudpadaayat(2)habisdanpemohontidak
dapatmemenuhipersyaratan,makapemohon harusmengajukan permohonan izin
mendirikanyangbarusebagaimanadimaksudpadaayat(1).
Pasal27

(1) Untuk mendapatkan izin operasional,penyelenggara Klinik harus memenuhi
persyaratanteknisdanadministrasi.

(2) Persyaratanteknismeliputipersyaratanlokasi,bangunan,prasarana,ketenagaan,
peralatan,kefarmasian,danlaboratorium sebagaimanadimaksuddalam Pasal5
sampaipasal24.

(3) Persyaratanadministrasimeliputiizinmendirikandan rekomendasidaridinas
kesehatankabupaten/kota.

(4) Izin operasionaldiberikan untuk jangka waktu 5 (lima)tahun dan dapat
diperpanjangkembaliselamamemenuhipersyaratan.

Pasal28

(1) Pemerintahdaerahkabupaten/kotaataukepaladinaskesehatankabupaten/kota
harusmengeluarkankeputusanataspermohonanizinoperasional,palinglama1
(satu)bulansejakditerimapermohonanizin.

(2) Keputusansebagaimanadimaksudpadaayat(1)dapatberupapenerbitizin,
penolakanizinataupemberitahuanuntukkelengkapanberkas.

(3) Persyaratanadministrasimeliputiizinmendirikandanrekomendasidaridinas
kesehatankabupaten/kota.

Pasal29

(1)Apabiladalam permohonanizinoperasional,pemohondinyatakanmasihharus
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melengkapipersyaratansesuaiketentuanPasal29ayat(3),makaPemerintah
daerah kabupaten/kota atau kepala dinas kesehatan kabupaten/kota harus
segeramemberitahukankepadapemohondalam jangkawaktu1(satu)bulan.

(2)Pemohonsebagaimanadimaksudpadaayat(1)dalam jangkawaktu60(enam
puluh) harisejak pemberitahuan disampaikan,harus segera melengkapi
persyaratanyangbelum dipenuhi.

(3)Apabiladalam jangkawaktusebagaimanadimaksudpadaayat(2)pemohon
tidakdapatmemenuhipersyaratan,pemerintah daerah kabupaten/kota atau
kepala dinaskesehatan kabupaten/kota mengeluarkan suratpenolakan atas
permohonanizinoperasionaldalam jangkawaktu7(tujuh)hari.

Pasal30

(1) Perpanjanganizinoperasionalsebagaimanadimaksuddalam Pasal27ayat(4)
harusdiajukanpemohonpalinglama3(tiga)bulansebelum habismasaberlaku
izinoperasional.

(2) Dalam waktu1(satu)bulansejakpermohonanperpanjanganizinsebagaimana
dimaksudpadaayat(1)diterima,pemerintahdaerahkabupaten/kotaataukepala
dinaskesehatankabupaten/kotaharusmemberikeputusanberupapenerbitanizin
ataupenolakanizin.

(3) Dalam halpermohonanperpanjanganizinsebagaimanadimaksudpadaayat(2)
ditolak, pemerintah daerah kabupaten/kota atau kepala dinas kesehatan
kabupaten/kotawajibmemberikanalasanpenolakansecaratertulis.

Berdasarkanbeberapateorihukum yangtelahdijabarkantentangperizinanklinik,

makatindakanhukum pemerintahsepertipembuatandanpenerbitankeputusanizin,

haruslah didasarkan atas wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-

undangan atau berdasarkan asas legalitas.Penerbitan izin harus didasarkan atas

wewenangyangdiberikanolehperaturanperundang-undangan,tanpaadanyawewenang

tersebutmakapenerbitanizintersebuttidaksah.

1. StandarPelayanandanPengelolaanKlinikKesehatan

Penyelenggaraankliniktentunyatidakterlepasdarisejumlahkewajibanyangmengikat.

Kewajibanklinikdiaturdalam Pasal35diantaranya:

1. Memberikaninformasiyangbenartentangpelayananyangdiberikan;

2. Memberikan pelayanan yang efektif,aman,bermutu dan non diskriminasi
dengan mengutamakan kepentingan terbaik pasien sesuaidengan standar
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profesi,standarpelayanandanstandarproseduroperasional;

3. Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan
kemampuan pelayanan tanpa meminta uang muka terlebih dahulu atau
mendahulukankepentinganfinansial;

4. Memperolehpersetujuanatastindakanyangakandilakukan(informedconsent);

5. Menyelenggarakanrekam medis;

6. Melaksanakansistem rujukandengantepat;

7. Menolakkeinginanpasienyangbertentangandenganstandarprofesidanetika
sertaperaturanperundang-undangan;

8. Menghormatidanmelindungihak-hakpasien;

9. Memberikaninformasiyangbenar,jelas,danjujurmengenaihakdankewajiban
pasien;

10. Melaksanakankendalimutudankendalibiayaberdasarkanketentuanperaturan
perundang-undangan;

11. Memilikistandarproseduroperasional;

12. Melakukanpengelolaanlimbahsesuaidenganketentuanperaturanperundang-
undanganyangberlaku;

13. Melaksanakanfungsisosial;

14. Melaksanakanprogram pemerintahdibidangkesehatan;

15. Menyusundanmelaksanakanperaturaninternalklinik;dan

16. Memberlakukanseluruhlingkungankliniksebagaikawasantanparokok.

Pengelola klinik (termasuk tenaga kerjanya) mempunyai kewajiban untuk

memenuhinyaagartidakbermasalahsecarahukum.Kliniksebagaifasilitaspenyedia

pelayanankesehatanharusmenyediakanpelayananyangterstandarisasi.Pelayanan

kedokteranmerupakansalahsatupelayananyangdiberikanolehklinik.Pemberian

pelayanankedokterandiIndonesiadiaturdalam PeraturanMenteriKesehatanRINo.

1438tahun2011tentangStandarPelayananKedokteran.

Kebijakanyangterdapatdalam PeraturanMenteriKesehatanRINo.1438tahun
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2011tentangStandarPelayananKedokterantersebut,pemberianpelayanankedokteran

diharuskanmengacupadapedomanpraktekklinis(selanjutnyadisebutPPK)yang

ditetapkan disuatu fasilitas pelayanan kesehatan.Klinik harus segera menyusun

dokumenPPKsebagaipedomanpelayananantaralain:PedomanDiagnosisdanTerapi,

ClinicalPathways,sertaFormularium.Demistandarisasiyanglebihbaik,akanlebih

efisienbilaseluruhklinikyangadadisatuwilayahmembahasbersamaPPKtersebut

sehinggapemberianpelayanankedokterandiklinikyangadadisuatuwilayahmenjadi

semakinterstandarisir.

Untuk mencapaistandarisasipelayanan maka harus didukung dengan Standar

Pelayanan Minimal(selanjutnya disebutSPM)dan StandarProsedurOperasional

(selanjutnyadisebutSPO).Klinikharusmemilikiindikatorpelayanansebagaialatbantu

kendalimutupelayananyangdiberikankepadapasien.Untukdapatmencapaiindikator

(SPM)yangtelahditetapkan,dibutuhkanSPO sebagaioperasionalisasilangkahdan

aktivitasparapemberipelayanan.Secaraumum,dokumenSPOdapatmeliputi:1)SPO

Pelayanan,2)SPO Administrasi,3)SPO Teknis,dan 4)SPO Keselamatan dan

Keamanan.
36

Mencapaitujuanpembangunankesehatannasionaldiselenggarakanberbagaiupaya

kesehatansecaramenyeluruh,berjenjangdanterpadudanpelayanankesehatanbaik

yangdisediakanolehpemerintahmaupunswasta.PuskesmasdanKlinikmerupakan

ujung tombak dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Masyarakatmempunyaihakuntukmendapatkanpelayanankesehatanyangbermutu

danamanbaikpelayanankesehatanyangbersifatpromotif,preventif,kuratifmaupun

rehabilitatif.Pasal28H ayat(1)Undang-Undang DasarNegara RepublikIndonesia

Tahun 1945 menyebutkan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahirdan batin,

bertempattinggal,danmendapatkanlingkunganhidupyangbaikdansehatsertaberhak

memperoleh pelayanan kesehatan.”Pasaltersebutdiatas memberikan kewajiban

kepada

36

JurnalAdministrasiKesehatanIndonesiaVolume1Nomor3,Juli-Agustus,2013
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Pemerintah untuk memenuhihak asasimanusia yaitu hak atas pemeliharaan

kesehatan (the rightto health care).Upaya pemenuhan hak atas pemeliharaan

kesehatan pada era Jaminan Kesehatan Nasional berdasarkan Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan SosialNasionalmengenalkan

gatekeeperconcept
37

,yangantaralainbertujuanmeningkatkankepuasanpeserta
38

denganmemberikanpelayanankesehatanyangberkualitas.

PuskesmasdanKlinikyangmerupakangatekeeperdalam memberikanpelayanan

kliniskepadamasyarakatharusdapatmenyediakanpelayananklinistingkatpertama

yangamandanbermutu.Untukdapatmenyediakanpelayanankesehatanyangaman

danbermutu,perludibakukandandikembangkansistem pelayananklinisyangminimal

darivariasiproses yang terjadiakibatkurang optimalnya pengukuran,monitoring,

pengendalian,pemeliharaan,sertapendokumentasianterhadapprosespelayananklinis

maupunmanajemenpelayanan,dantidakberjalannyaperbaikansistem pelayananyang

berkesinambungan.

OlehkarenaituperludisusunstandardaninstrumenpenilaianakreditasiKlinikdi

kota Tarakan dalam menyediakan pelayanan klinis tingkat pertama kepada

masyarakat.Selainitu,prinsipdandasaryangditetapkandalam Sistem Kesehatan

Nasional2009yangmenggarisbawahisoalhakasasimanusiadanresponsifgender,

juga dipakaidalam standarakreditasiiniuntuk menjamin bahwa semua pasien

mendapatkanpelayanandaninformasiyangsebaik-baiknyasesuaidengankebutuhan

dankondisipasien,tanpamemandanggolongansosial,ekonomi,pendidikan,jenis

kelamin,ras,maupunsuku.
39

2. PelayananKesehatanyangefektifdanberkualitas

Pelayananklinisharusdiberikandenganefektifdanefisien.Padaperencanaan

nmemberikanpelayanankesehatansesuaistandarpelayananmedik38

Pasal1 butir8 Undang-Undang Nomor40 Tahun2004 Tentang Sistem JaminanSosial
Nasional;Pesertaadalahsetiaporang,termasukorangasingyangbekerjapalingsingkat6
(enam)bulandiIndonesia,yangtelahmembayariuran.
39

AmiruddinKamal,StandarAkreditasiKlinik,MARS,Jakarta,2014



AKTAYUDISIAVOL.6NOMOR1

63|UniversitasBorneoTarakan

P-ISSN:2502-2253
E-ISSN:2686-5963

maupunpelaksanaanlayananklinisharusmenghindaripengulanganyangtidakperlu.

UntukitudiperlukanupayapendukungyangsesuaidengankemampuanKlinik,dan

dipadukansebagaihasilkajiandalam merencanakandanmelaksanakanlayananklinis

bagipasien.

DierapandemiCOVID-19,sebagaigerbangutamapasienuntukmemperoleh

pelayanankesehatan,FKTPataubiasadisebutFaskesPrimermemilikikesempatan

yanglebihluasdibandingkandenganrumahsakitrujukandalam melakukanpendekatan

denganmasyarakatataupasien,mulaidarimelakukanhimbauanakanpentingnya

menjaga kebersihan dan jaga jarak guna pencegahan akan penyebaran virus,

pemantauan gaya hidup pasien dengan penyakitkronis guna mengurangitingkat

penularan,hinggaskriningkesehatanmasyarakatyangberpotensisuspek,ODP(Orang

Dalam Pemantauan),dan PDP (Pasien Dalam Pengawasan)yang saatinihanya

dibebankankeRumahSakitRujukan,RumahSakitDarurat,ataupunPoskoKedaruratan

VirusCorona.

Inisiatifklinikuntukberperansertaaktifdalam kondisiiniakanmudahterwujuddengan

adanyadukunganpemerintah,salahsatunyapenyediaanAPD,alatrapidtestdanswab,

yangsaatinisangatsulitdidapatdansangatmahalharganyajikahanyamengandalkan

upayamasing-masing.Namundalam keterbatasantersebutmasihadacarayangdapat

dilakukanuntuktetapdapatmelayaniwalaupuntanpapenggunaanAPD,yaitudengan

memberikanlayanankonsultasitanpakontakfisik.

Kondisiyangmasihsangatminim dijumpaidibeberapaklinikyangadadiKota

Tarakan.Untuk layanan konsultasiawalpasien ODP lebih banyak terjaring di

puskesmas dan bukan diklinik karena keterbatas pelaratan medis yang belum

memadaidiklinik.Sepertikeluhanbatuk/pilekditambahdemam namuntidakada

keluhansesaknafastanpariwayatkeluardaerahdankontakdenganpasienpositif,

pasiencenderungakanmelakukanperiksaawaldipuskesmas.Namunjikakondisi

pasienbatuk,pilek,demam,adariwayatdariluarkotadankontakdenganpasienpositif

makapasientersebutakanlangsungdirujukkerumahsakitdenganstatusPDP.



AKTAYUDISIAVOL.6NOMOR1

64|UniversitasBorneoTarakan

P-ISSN:2502-2253
E-ISSN:2686-5963

C.Bagaimana KlasifikasiTanggung Jawab Hukum Klinik Kesehatan Terhadap

PenerimaPelayananKesehatanYangMerasaDirugikan?

1.KlasifikasiBebanTanggungjawabHukum KlinikKesehatan

Pertanggungjawabandalam halpelayanankesehatanataupelayananmedisyang

manapihakpasienmerasadirugikanmakaperluuntukdiketahuisiapayangterkait

didalam tenagamedistersebut.Tenagamedisyangdimaksudadalahdokteryang

berkerjasama dengan tenaga profesionallain didalam menyelenggarakan dan

memberikanpelayananmediskepadapasien.Apabiladalam tindakanmedisterjadi

kesalahandanmengakibatkankerugianterhadappasien,makatanggungjawab

tidaklangsungkepadapihakklinik,terlebihdahuluharusmelihatapakahkesalahan

tersebutdilakukanolehdokteratautenagamedisyanglain.Setiapmasalahyang

terjadibaiksengajamaupuntidaksengajaperluditelititerlebihdahulu.Apabila

kesalahan dilakukan oleh dokter,maka klinik yang bertanggung jawab secara

umumnyadandoktersebagaipelaksanatindakanmedisdapatdikenakansanksi.

Dengandemikianpertanggungjawabandalam halpelayanankesehatanmerupakan

pertanggungjawabanyangterjadikarenaadanyaunsurkesalahanataukelalaian

yangdilakukanolehtenagakesehatanyangmerugikanpasien.Kliniksebagaipihak

yang mempekerjakantenagakesehatannyaharusikutbertanggung jawab atas

kesalahanyangdilakukanolehtenagakesehatannyatersebut.

Tanggung jawab usaha klinik kesehatan bersama terhadap kerugian usaha

tegantung pada bentuk kesatuan kerjasama yang digunakan. Bagi yang

menggunakanbentukkesatuankerjasamaPersekutuanPerdata(maatschap)telah

diadakanketentuanolehparapesertadalam persekutuanitusendiri,yaitupara

dokterhanya memasukkan tenaga atau keahliannya saja dan tidak dibebani

tanggungjawabataskerugianusaha,melainkanyangbertanggungjawabadalah

pengusahaklinik.SedangkanyangmenggunakanbentukPerseroanTerbatas,jika

terjadikerugianusahamakatanggung jawab tersebutmengacupadaUndang-

UndangNo.40tahun2007pasal3yangmenentukan,bahwapemegangsaham
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perseroantidakbertanggungjawabsecarapribadiatasperikatanyangdibuatatas

namaperseroandantidakbertanggungjawabataskerugianperseroanmelebihi

nilaisaham yangtelahdiambilnya.Saatterjadikerugianpadapihakpemakaijasa

layanan kesehatan (pasien),maka yang bertanggung jawab adalah tenaga

kesehatan(dokteryangbersangkutan),karenadidalam usahaklinikkesehatan

bersamatanggungjawabteknisdalam pelayananmedikterletakpadamasing-

masingdokterbukanpadainstitusinya.

Sistem perlindunganhukum bagipasienyangditerapkanpihakklinikadalah

bahwaklinikmenjaminperlindunganhukum bagidokteratautenagakesehatan

agartidakmenimbulkankesalahanmedikdalam menanganipasiendanbegitu

sebaliknyadenganpasienmendapatkanperlindunganhukum darisuatutanggung

jawabklinikdantenagakesehatannya.Untukmenciptakanperlindunganhukum

bagipasienmakaparapihakharusmengetahuidanmemahamihakdankewajiban

yangmelekatpadadirinyatermasukpemberijasapelayanankesehatan(klinik)agar

bertanggung jawab terhadap profesiyang diberikan kepada penerima jasa

pelayanankesehatan(pasien).Hakpasiensebagaikonsumenyangterdapatdalam

UU Perlindungan Konsumen tersebut adalah sebagai berikut:
40

hak atas

kenyamanan,keamanan,dankeselamatandalam mengkonsumsibarangdan/atau

jasa.

Setiap pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang

menyebabkantimbulnyahakhukum seseoranguntukmenuntutoranglainsekaligus

hak yang melahirkan kewajiban hukum bagi orang lain untuk memberi

pertanggungjawabannya.Padasaatmelakukantugasnya,kliniktidakselamanya

memberikanhasilyangdiharapkanolehsemuapihak.Adakalanyalayananyang

diberikantersebutmenimbulkanmalapetakaseperticacatpermanen,lumpuh,buta,

tuli,ataubahkanmeninggaldunia.Apabilapihakkliniktelahmelakukansegala

proses sesuaidengan standar yang berlaku maka klinik tidak seharusnya

40

Indonesia,Undang-UndangtentangPerlindunganKonsumen,UUNo.8Tahun1999,LNNo.42
Tahun1999,TLN.3821Pasal4ayat1.
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bertanggungjawab.Akantetapi,apabilakerugianpasiendisebabkanolehpihak

klinik maka klinik harus bertanggung jawab terhadap pasien tersebut.

Pertanggungjawabanmenuruthukum terdiridaribeberapajenis,yaitu:
41

a) StrictLiability

StrictLiabilityatau tanggung jawab mutlakadalah dimana unsurkesalahan

diabaikan.Prinsip inimengharuskan pihak tergugatbertanggung jawab atas

kerugianyangdideritaolehkonsumentanpaharusmembuktikanadaatautidak

kesalahanpadadirinya.Rasionalisasidariprinsipiniadalahagarpelakuusaha

benar-benarbertanggungjawabterhadapkepentingankonsumen.Undang-undang

Perlindungan konsumen tidakmemakaiprinsip tanggung jawab mutlakkarena

berdasarkanPasal28UUPKbahwapembuktianterhadapadaatautidaknyaunsur

kesalahanterhadapkerugianpasienmerupakantanggungjawabpelakuusaha.

Dengandemikian,tanggungjawabmutlaktidakberlakudalam UUPK.

b)VicariousLiability

VicariousLiabilityadalahtanggungjawabolehmajikanataskerugianpihaklain

yangditimbulkanolehkaryawannya.Prinsiptanggungjawabinidapatditerapkan

terhadap klinik dimana klinik dapatdimintakan pertanggungjawaban terhadap

kerugianyangditimbulkanolehtenagamedisnya.Semuatanggungjawabatas

pekerjaantenagamedisadalahbebantanggungjawabkliniktempatmerekabekerja.

Pertanggungjawaban atas pelayanan medis terhadap pasien maka perlu

diketahuisiapayangmenjadipihakterkaitdidalam tenagamedistersebut.Tenaga

medisyangdimaksudadalahdokteryangbekerjasamadengantenagaprofesional

laindidalam menyelenggarakandanmemberikanpelayananmediskepadapasien.

Apabila dalam tindakan medis terjadikesalahan dan mengakibatkan kerugian

terhadappasienmakatanggungjawabsecaratidaklangsungadapadapihakklinik

41

SofwanDahlan,Malpraktik&TanggungJawabKorporasi,
https://hukumkes.wordpress.com/2008/03/15/malpraktik-tanggung-jawab-korporasi/,diunduh
pada7Desember2019



AKTAYUDISIAVOL.6NOMOR1

67|UniversitasBorneoTarakan

P-ISSN:2502-2253
E-ISSN:2686-5963

denganterlebihdahulumelihatapakahkesalahantersebutdilakukanolehdokter

atautenagamedislain.Setiapmasalahyangterjadibaiksengajamaupuntidak

sengajaperluditelitidahulu.Apabilakesalahandilakukanolehdokter,makaklinik

yangbertanggungjawabsecaraumumnyadandoktersebagaipelaksanatindakan

medisdapatdikenakansanksi.

Setiap penerimapelayanan kesehatan yang dirugikan akibatkesalahan atau

kelalaiantenagakesehatandapatmemintagantirugisesuaidenganketentuan

peraturan perundang-undangan.Tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian

dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada penerima

pelayanan kesehatan,perselisihan yang timbulakibatkelalaian tersebutharus

diselesaikanterlebihdahulumelaluipenyelesaiansengketadiluarpengadilansesuai

denganketentuanperaturanperundangan-undangan.

Kaitannyadengantanggungjawabklinikselakubadanusahayangbertanggung

jawabterhadapkegiatanyangdilakukanolehtenagakesehatannyasesuaidengan

Pasal58ayat(1)1UUNo.36Tahun2009tentangKesehatan,yaitu:“Setiaporang

berhak menuntutgantirugiterhadap seseorang,tenaga kesehatan dan/atau

penyelenggaraankesehatan yang menimbulkankerugianakibatkesalahanatau

kelalaiandalam pelayanankesehatanyangditerimanya.”Olehkarenaitu,apabila

klinikterbuktimelakukankesalahanterhadappasienmakaklinikharusbertanggung

jawabkepadapasien.

2. ResikoUsahayangharusdihadapiolehKlinikKesehatan

Manajemenrisikousahaklinikterintegrasimenjadi:
42

a) Menjaminbahwaklinikmenerapkansistem yangsamauntukmengelolasemua

fungsi-fungsi manajemen risikonya, seperti patient safety, kesehatan dan

keselamatankerja,keluhan,tuntutan(litigasi)klinik,litigasikaryawan,sertarisiko

keuangandanlingkungan.

b) Jika dipertimbangkan untuk melakukan perbaikan,modernisasidan clinical

42

https://www.researchgate.net/publication/298649240_MANAJEMEN_RISIKO_DI_RUMAH_SA
KIT,diunduhpadatanggal03Desember2019.
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governance,manajemenrisikomenjadikomponenkunciuntuksetiapdesainproyek

tersebut.

c) Menyatukan semua sumber informasi yang berkaitan dengan risiko dan

keselamatan,contoh:datareaktifsepertiinsidenpatientsafety,tuntutanlitigasi

klinis,keluhan,daninsidenkesehatandankeselamatankerja,dataproaktifseperti

hasildaripenilianrisiko;menggunakanpendekatanyangkonsistenuntukpelatihan,

manajemen,analisisdaninvestigasidarisemuarisikoyangpotensialdankejadian

aktual.

d) Menggunakanpendekatanyangkonsistendanmenyatukansemuapenilaianrisiko

darisemuajenisrisikodiklinikpadasetiaplevel.

e) Memadukansemuarisikokedalam program penilaianrisikodanriskregister.

f) Menggunakaninformasiyangdiperolehmelaluipenilaianrisikodaninsidenuntuk

menyusunkegiatanmendatangdanperencanaanstrategis.

Bisnisusahaklinikkesehataninimemilikiresikoyangbesar,begitujugadenganbisnis-

bisnislain,semuatindakanyangdiambilakanberesikojikatidakmengetahuiaturan

main dan tidakmempunyaikompetensidalam melakukan usahaini.Dengan cara

membacaaturandanperundanganyangada,dapatmeminimalisirresikousahayang

akandihadapi.Karenabisnisinimenyangkuttentangkeselamatanbanyakorang,maka

pemerintahmelaluiaparatakanselalumengawasidanmemintalaporandarikegiatan

bisniskliniktersebut.

3.Pembinaan,PengawasandanEvaluasi

Pembinaan,pengawasandanevaluasiyang didalam nyatermasukpenilaian

kinerjaorganisasidanpelaporanmerupakansuatufungsimanajemenyangharus

menjadipendukungkompetensiseorangdirekturklinikkesehatan.Pembinaan,

pengawasandanevaluasidiperlukanuntukmengetahuidanmenjaminkemajuan

suatuprogram ataukegiatanpelayanan,danuntukmenilaihasilakhirdarisuatu

program ataupunkegiatanpelayanan.Sedangpelaporanadalahsaranauntuk

informasidanpertanggungjawabanpelaksanaanprogram.

Direkturklinik kesehatan perlu melakukan pengawasan,pengendalian dan
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evaluasiseluruhkegiatanpelayanankesehatanyangdilakukandiklinik,namun

seringkarenaketerbatasan-keterbatasanyangadadiklinikmakauntukevaluasi

biasanyadifokuskanpadakegiatan-kegiatanyangberkaitandenganpelaksanaan

program pokok klinik.Pembinaan,pengawasan dan evaluasisebenarnya

merupakanbagiandarifungsipengawasandanberkaitaneratdenganmodul-

modullainyangmenguatkanpelaksanaansemuafungsimanajemen,mulaidari

perencanaan,pengorganisasian,penggerakandanpengawasan(controlling)itu

sendiri. Tidak menutup kemungkinan pada pelaksanaan setiap fungsi

manajemen tersebut sudah ditemukan penyimpangan yang segera perlu

diperbaiki/diluruskan.

Pengawasan merupakan fungsimanajemen yang berkesinambungan yang

mempunyaitujuanutamamenyediakanumpanbalikdanindikasiawaltentang

bagaimana kegiatan-kegiatan dilaksanakan,perkembangan atau pencapaian

kinerjadariwaktukewaktusertapencapaianhasilyangdiharapkan.
43

Menurut

Terry, pengawasan adalah untuk menentukan apa yang telah dicapai,

mengadakanevaluasiatasannya,danmengambiltindakan-tindakankorektifbila

diperlukanuntukmenjaminagarhasilnyasesuaidenganrencana.
44

Pengawasan

melacakkinerjayangnyataterhadapapayangdirencanakanataudiharapkan

denganmenggunakanstandaryangtelahditetapkansebelumnya.Pengawasan

meliputikegiatanpengumpulandananalisadatatentangprosesdanhasildari

pelaksanaan program atau kegiatan dan memberikan rekomendasiuntuk

melakukantindakankoreksi.Pengawasanpengendalianadalahtindaklanjutdari

pengawasan. Pengawasan sebenarnya lebih ditekankan pada kegiatan

mencermatiprosespelaksanaankegiatansertaadanyaperubahanlingkungan

organisasi.Hasilpengawasanakanmemberikanumpanbaik,apakahkegiatan

dapatberjalan semestinya,ataukah terjadiadanya penyimpangan dariyang

43

SofyanSafri,Sistem PengawasanManajemen(ManajemenControlSystem,Jakarta:Pustaka
Quantum,2004.

44

Sujamto,BeberapaPengertianDibidangPengawasan,Jakarta:GhaliaIndah,1986.
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direncanakan,ataubahkanperencanaanyangtidaktepatolehadanyaperubahan

lingkungan.Hasilpengawasandipakaisebagaidasartindakanmanajemen,mulai

daripenjaminankegiatantetappadatracknyasampaipadatindakankoreksi

dan/ataupenyesuaian.
45

Pengertianinilahyangdimaksuddenganpengendalian,

sehingga sering pengendalian tidak dapat dipisahkan atau bahkan sulit

dibedakan dengan pengawasan itu sendiri.Pengawasan dan pengendalian

adalahsebuahkesatuankegiatan,yangseringjugadisebutsebagaion-going

evaluationatauformerevaluation.

Pengendalian berbeda dengan pengawasan hanya pada kewenangan dari

pimpinanuntuklangsungmelakukanintervensiketikahasilpengawasantidak

sesuaidenganstandaryangtelahditetapkan.Jadipengendalianadalahkegiatan

pengawasanditambahdengantindakanintervensiyangdilakukanolehpimpinan

(pengendali/pelaksanapengawasan).Pengawasan,pengendaliandanevaluasi

merupakan alatmanajemen untukmemberikan informasikepada pengambil

keputusan dan menunjukkan akuntabilitas program atau kegiatan.Evaluasi

bukan pengganti pengawasan dan pengendalian, demikian sebaliknya

pengawasan dan pengendalian tidak bisa menggatikan evaluasi.Data yang

dihasilkan secara sistematis pada waktu kegiatan pengawasan sangat

menentukankeberhasilanevaluasi.

Untuk mencapaidan menilaikinerja yang diharapkan,pimpinan klinik perlu

melakukanevaluasiterhadap penyelenggaraanpelayanankesehatanmaupun

program-program kesehatan. Perencanaan, pengawasan dan evaluasi

merupakankegiatanyangberkaitan.Evaluasiperludilakukanterhadapsetiap

fungsimanajemenyangdilakukan,mulaidariperencanaan,penggerakandan

pengorganisasian,sertapengawasan.Selainituevaluasijugaperludilakukan

padasetiaptahapdalam prosesmanajemen,mulaidariinput,proses,output,

outcomedandampakkegiatan/program.Tidakkalahpentingnyaevaluasijuga

45

Manullang,Dasar-DasarManajemen,Jakarta:GhaliaIndonesia,1977.
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harusdilakukanpadaakhirkegiatanuntukmenilaipencapaiantujuanatautarget

suatuprogram ataukegiatanpelayanan.Hasilevaluasiselaindigunakanuntuk

melakukan koreksiterhadap kegiatan atau program pelayanan yang sedang

berjalan,jugadigunakanuntukmelakukanperencanaanpengembanganprogram

dankegiatandiwaktumendatang.
46

Evaluasimerupakankegiatanyangterkaitdenganwaktuuntukmengkajisecara

sistematisdanobjektif,relevansi,kinerja,dankeberhasilandariprogram yang

sedangberjalanatauprogram yangtelahselesai.Evaluasidilakukansecara

selektifuntukmenjawabpertanyaanspesifik,yangakandijadikanpedomanbagi

pengambilkeputusan pimpinan,serta untuk menyediakan informasiapakah

asumsiatauteoriyangmelatarbelakangisuatuprogram adalahvalid,apakah

program berhasilatau tidak berhasil.Evaluasibiasanya bertujuan untuk

memastikanataumenilaiapakahsuatuprogram iturelevan,dirancangdengan

baik,efisien,efektif,memberidampakpositif,dandapatberkesinambungan,atau

bahkandikembangkan.
47

PENUTUP

Kesimpulan

StandarpelayananklinikkesehatandikotaTarakantelahmengacupadaperaturan

perundang-undangan tentang kesehatan, memperhatikan kemampuan SDM,

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, profesionalisme dengan

memperhatikannormadankodeetikyangadadalam masyarakatsertakebijakan-

kebijakantentangklinikkesehatan.Khususnyapadamomentum pandemiCovid-19

sepertisaatini,klinikkesehatandiharapkanmampumenjadisalahsatualternatif

fasilitaspelayanankesehatanyangdapatdiandalkan.Namunkarenaketerbatasan

kesediaanperalatanmedisyangtersediadiklinik,sehinggaklinikhanyamampu

melakukanpemeriksaanawalkondisipasien.

46

https://www.academia.edu/10785779/STANDAR_AKREDITASI_KLINIK,diunduhpada
tanggal12Oktober2019.

47

Ibid
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Hak-hakpasienbelum diakomodirsecarakonkritdalam peraturanmenteriyang

mengaturtentangklinik,sehinggatanggungjawabyangharusnyadiembanoleh

pihak klinik,masih mengacu pada undang-undang lain sepertiUndang-Undang

PerlindunganKonsumendanUndang-UndangPraktikKedokteran.InformedConcent

yangseharusnyadianggappentingsebagaidasardalam menentukanhak-hakpasien

dibidang kesehatan,seyogyanya diaturdalam PerMesKes tentang Klinik,dalam

rangka menjamin hak kesehatan warga negara.Dengan mendasarkan bahwa

pentingnyaInformedConcentdalam tindakanmedis,hak-hakpasienlebihdihargai

dandilindungi.Dokter/tenagakesehatanjugadapatlebihbertanggungjawabatas

tindakan medisyang akan/telah dilakukan dalam rangka pemenuhan pelayanan

kesehatankepadapasien.

Saran

Penetapanstandarproseduroperasionalbagiklinikutama dan klinikpratama

dikota Tarakan harus senantiasa mempertimbangkan beberapa aspek penting

dalam kehidupanmasyarakatsesuaidenganperkembanganilmupengetahuandan

teknologi,pergeserannilaimasyarakat,aspeklegaldankodeetik,ekonomiserta

politik yang sangatmempengaruhisistem pelayanan kesehatan dimasyarakat

khususnya klinikkesehatan.Namun demikian monitoring dan evaluasiterhadap

pelayanankesehatanharustetapdilaksanakanberdasarkanUndang–UndangNo30

tahun2014tentangadministrasipemerintahan.Hasilperbaikanditindaklanjutiuntuk

perubahan standar/prosedurpelayanan klinik.Serta dilakukan pelaporan hasil

peningkatanpelayananklinikkesehatandankeselamatanpasienkepadaPimpinan

KlinikhinggaDinasKesehatansetempatyangmengeluarkanizinpendirianklinik.

Khususnyapadamomentum pandemiCovid-19sepertisaatini,klinikkesehatan

diharapkanmampumenjadisalahsatualternatiffasilitaspelayanankesehatanyang

dapatdiandalkan.Namun karena keterbatasan kesediaan peralatan medisyang

tersediadiklinik,sehinggaklinikhanyamampumelakukanpemeriksaanawalkondisi

pasien.Kejelasanaturandankonsistensikebijakanjugasangatbesardampaknya

dalam meningkatkankepercayaanmasyarakatpadapemerintahsehinggarespon
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terhadapwabahakanterkoordinasidenganbaik.Dokter/tenagakesehatanharus

lebih bertanggung jawab atastindakan medisyang akan/telah dilakukan dalam

rangkapemenuhanpelayanankesehatankepadapasien.
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